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ABSTRAK 

Muchamad Rizki/ 222010135/ 2014/ Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara 
Enim/ Akuntansi Sektor Publik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim jika diukur Dengan Menggunakan Metode 
Value For Money. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja 
dengan menggunakan metode value for Money Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara 
Enim. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tempat penelitian Pada Dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Muara Enim, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi analisis data yaitu kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab IV mengenai kinerja anggaran belanja pegawai 
tahun 2010- 2012 pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, tidak ekonomis. 
Sedangkan tahun 2012 beijalan ekonomis, dari segi efisiensi dari tahun 2010- 2012 tidak efisien 
dan dari segi efektivitas tahun 2010- 2011 tidak efektif tetapi tahun 2012 efektif. 

Kata kunci: Pengukuran Kinerja dan Value For Money. 
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ABSTRACT 

Muchamad Rizki / 222010135/2014 / The performance assessment towards the budget 
implementation of PU. Bina Marga public works agency by using value for money method 

The problem of this study was how the performance towards the budget implementation of Bina 
Marga muara enim public works agency by using value for money method was the objective of this 
study was to find out the performance towards the budget implementation of Bina Marga muara 
enim public works agency by using value for money method 

This study used descriptive research. It was conducted at Bina Marga Muara Enim public works 
agency the data used in this study were primary and secondary data. Techniques for collecting the 
data were using interviews and documentation. The data analysis was qualitative. 

Based on the analysis, it showed that the budget implementation of Bina Marga Muara Enim 
public works agency from 2010 to 2012 was not economical. Meanwhile it was economical in 
2012, based on the efficiency aspect from 2010 to 2012, the budget implementation was not 
efficient. In addition, based on the effective ness aspect from 2010 to 2011, budget implementation 
was not effective, but it was in 2012. 

Keywords: Performance Measurement and value for money. 

xvi 



B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun 

ekstemal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu 

organisasi dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dalam 

rangka meningkatkan kinerja, diperlukan serangkaian proses manajemen 

kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja. 

Pemerintah daerah hams melakukan pengoptimalisasian anggaran yang 

dilakukan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas, dalam meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat. 

Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah 

akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya 

yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah 

dituangkan dalam perencanaan strategis yang dapat memajukan perekonomian. 

Dengan memajukan perekonomian maka akan menciptakan efisiensi, dan 

peningkatan aspek finansial daerah (pendapatan perkapita, serta pertumbuhan 

sektor industri dan lain- lain). Dengan adanya pengukuran kinerja secara 

koprehensif yang meliputi indikator sumber daya yang digunakan, keluaran 

hasil yang bermanfaat yang benar- benar dirasakn oleh masyarakat serta 

memperhitungkan dampak langsung maupun tidak langsung dari setiap 
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kebjikan atau program yang dilaksanakan yang dapat terwujudnya akuntabilitas 

kineija. 

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 

publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga- lembaga sektor 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan 

yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan ekstemal 

yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintaha, pembangunan, pelayanan masyarakat wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dilihat apakah 

pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Desentralisasi yang melahirkan kewenangan besar bagi pemerintah daerah 

mengelola sumber daya publik di daerahnya masing- masing, desentralisasi 

juga memberikan tanggungjawab daerah untuk meningkatkan pendapatan 

daerah masing- masing. Upaya peningkatan daerah ini sering dilakukan dengan 

perluasan dan penjaringan para wajib pajak, penerimaan dari pajak dan 

retrebusi ini merupakan pendapatan yang cukup signifikan dalam 

meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu alat ukur menganalisis mengukur 

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan 

menggunakan metode value for money yang memiliki kriteria pokok yang 

mendasari pelaksanaan manajemen publik sekarang ini yang ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas atau yang dikenal dengan konsep 3E. 
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Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik dalam bidang jasa dan 

kontruksi. Organisasi sektor publik sedang mengalami tekanan untuk lebih 

efisiensi, memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak negatif dari aktivitas 

yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar 

dalam anggaran belanja rutin. 

Pengukuran kinerja pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

hanya membandingkan anggaran belanja dan realisasinya, sehingga apabila 

realisasi biaya lebih besar dari pada anggaran yang ditetapkan maka dinyatakan 

tidak berhasil, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih kecil dari pada 

anggaran yang telah ditetapkan maka dinyatakan berhasil. Fenomena yang 

terjadi pada dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yaitu kinerja pada 

instansi tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja yang diberikan 

pemerintah pusat kurang maksimal, maksudnya anggaran masih kurang efektif, 

efisien, dan ekonomis, itu dilihat dari data yang ada. 
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Tabel 1.1 
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2010- 2012 

Uraian Anggaran Realistisi Lebih/ Kurang 
Tahun 2010 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

3.119.252.099 
2.362.464.980 

127.270.000.000 

3.288.928.693 
1.723.086.892 

122.289.945.158 

(169.676.594) 
639.378.088 

4.980.054.842 
Total 132.751.717.079 127.301.960.743 5.789.109.524 
Tahun 2011 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

3.329.301.973 
2.998.827.400 

144.356.097.999 

3.494.609.673 
2.517.417.988 

138.415.385.348 

(165.307.700) 
481.409.412 

5.940.712.651 

Total 150.684.227.372 144.424.413.009 6.584.429.763 
Tahun 2012 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

4.013.648.122 
5.161.817.069 

245.639.624.975 

3.375.350.913 
4.500.014.140 

238.436.721.000 

638.297.209 
561.802.929 

7.202.903.975 
Total 254.815.090.166 246.312.086.053 8.403.004.113 

Sumber : Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014 

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010, 2011, dan 2012 dilihat secara total 

keseluruhan mengalami suatu peningkatan. Tetapi kalau dilihat berdasarkan 

pembagian anggaran belanja yang terdiri dari anggaran belanja pegawai, 

anggaran belanja barang dan jasa, dan anggaran belanja modal, anggaran 

belanja pegawai pada tahun 2010 dan 2011 teijadi selisih negatif karena 

realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 

2012 anggaran belanja pegawai mengalami selisih positif karena realisasinya 

tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan begitu juga pada anggaran 

barang dan jasa serta anggaran belanja modal dari tahun 2010- 2012 



mengalami selisih positif karena realisasinya tidak melebihi anggaran yang 

telahditetapkan. 

Tabel 1.2 
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas P U . Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2 )10-2012 

Tahun Anggaran Realisasi Lebih/ Kurang 
2010 48.707.109 101.484.780 52.777.671 
2011 50.162.060 82.709.480 32.547.420 
2012 64.940.870 64.855.560 85.310 
Total 163.810.039 249.049.820 85.410.401 

Sumber: Dinas PU. 3ina Marga Kabupaten Muara Enim, 20 U 

Berdasarkan tabel diatas anggaran pendapatan pada Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim dari tahun 2010- 2012 dilihat dari total 

keseluruhan mengalami selisih positif karena realisasinya melebihi anggaran 

yang ditetapkan sedangkan kalau dilihat dari realisasi pertahunnya mengalami 

penurunan pendapatan. 

Tabel 13 
Rinclan Realisasi Biaya Operasional pada Dinas P U . Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2010- 2012 

Tahun Anggaran Realisasi Lebih/Kurang 
2010 186.775.980 95.898.230 90.877.750 
2011 197.830.300 121.475.800 76.354.500 
2012 465.740.300 461.040.300 4.700.000 
Total 580.346.580 678.414.330 171.932.250 

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 20U 

Bedasarkan data yang ada biaya operasional Dinas PU. Bina Marga 

kabupaten muara enim mengalami selisih positif karena realisasinya tidak 

melebihi anggaran yang ditetapkan. 
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Konsep pengukuran kinerja dengan metode value for money in i , 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana metode 

value for money dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada 

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan informasi dari 

bagian keuangan pada instansi tersebut berkaitan dengan anggaran belanja, 

bahwa kinerjanya masih kurang ekonomis, efesiensi, dan efektivitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul "Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Dengan Menggunakan Metode Value For Money Ptida Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara E n i m " . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimanakah kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU. 

Bina Marga Kabupaten Muara Enim j i ka diukur dengan metode value for 

moneyl 

C . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran 

belanja dengan menggunakan metode value for money pada Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis 

dalam mengukur kinerja sektor publik melalui pengetahuan penulis yang 

diperoleh selama dibangku kuliah. 

2. Bagi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

Sebagai masukan yang positif bagi dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan 

dinas pemerintahan daerah secara efektif, efisien, ekonomis dalam 

penyusunan anggaran. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya. 



B A B I I 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti dan Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan 
Penelitian 

1 Tri Siswi 
INUgrandlU ylAjy) 1) 

Analisis Penerapan 
Konsep Valeu For 
Money Pada 
Pemerintah Daerah 
Istimewah 
Yogyakarta. 

Hasil penelitian 
yang uiiaKUKari 
pemerintah D I Y 
j ika diukur dengan 
metode value for 
money kinerjanya 
cukup efektif, 
efisien, dan 
ekonomis. 

Perbedaannya terletak pada 
ODJcK pCIieillldJl, UOJCR. 
penelitian sebelumnya 
dilakukan pada Pemerintah 
Daerah Istimewah Yogyakarta 
sedangkan penelitian sekarang 
dilakukan pada Dinas PU. 
Bina Marga Kabupaten Muara 
Enim. 

Persamaan dengan penelitian 
sebelumnya sama- sama 
meneliti dengan konsep Value 
For Money. 

it TYî n AnniGĈ  1 /111 1 1 L^loll rtlullaa \ i . \ ) i I ) 

Evaiuasi Kinerja 
Keuangan Dinas 
Kesehatan Kota 
Makasar Melalui 
Pendekatan Value 
For Money. 

1-1Q CI 1 n^n^l if 1 ckTX Oabll pCiiCIILlaJi 
dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan 
Kota Makasar 
sudah efisien tapi 
belum efektif 
karena program 
tersebut belum 
dapat memuaskan 
masyarakat secara 
maksimal. 

PprhpHnan tprlf*tak naHa nhipk 
penelitian, objek penelitian 
sebelumnya dilakukan pada 
Dinas Kesehatan Kota 
Makasar sedangkan penelitian 
sekarang dilakukan pada 
Dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Muara Enim. 

Persamaan dengan penelitian 
sebelumnya sama- sama 
meneliti dengan konsep Value 
For Money. 

3 W i w i k Setiyawati 
(2012) 

Analisis 
Pengukuran 
Kinerja Dengan 
Menggunakan 
Value For Money 

Hasil penelitiannya 
PT. Pos Palembang 
secara keseluruhan 
melakukan 
kegiatan tidak 
efektif karena 
kurangnya 
perencanaan dalam 
membuat anggaran 

Perbedaan terletak pada objek 
penelitian, objek penelitian 
sebelumnya dilakukan pada 
PT. Pos Palembang sedangkan 
penelitian sekarang dilakukan 
pada Dinas PU. Bina Marga 
Kabupaten Muara Enim. 
Persamaan dengan penelitian 
sebelumnya terletak pada 

8 
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Pada PT. Pos 
Indonesia (Persero) 
Palembang. 

tujnan penelitiannya untuk 
mengetahui kinerja dengan 
konsep Value For Money. 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Kinerja 

Menurut Bastian (2006: 274), kinerja adalah gambaran pelaksanaan 

pencapaian suatu program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan 

penskemaan strategi suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan 

prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dalam 

mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tersebut harus dapat 

dicatat. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (input) 

program, tetapi juga pada keluaran manfaat, dari program tersebut. 

Menurut Mahsun (2006: 25), Kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam 

mewujudkan pancapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi , dan misi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. 

Kmerja bisa diketahui hanya j ika individu atau kelompok tersebut 

mempunyai kriteria keberhasilan ini berupa tujuan- tujuan atau target, 

kinerja seorang atau organisasi mungkin dapat diketahui karena tidak ada 

tolak ukumya. 
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2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Menurut Mahsun (2006: 25), pengukuran kinerja adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan 

sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang 

dan jasa diserahkan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 

diinginkan, efektif tindakan dalam mencapai tujuan. 

3. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut mahsun (2006: 77) jenis indikator kinerja pemerintah daerah 

meliputi: 

a. Kelompok masukan (input) 

adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dapat beijalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur 

jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, 

peralatan, material, dan masukan lain yang dipcrgunakan untuk 

melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya yang 

dimi l ik i telah sesuai dengan rencana strategi yang diterapkan. Tolak ukur 

ini dapat pula digunakan untuk perbandingan dengan lembaga- lembaga 

relavan. 
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b. Kelompok proses (process) 

Dalam indikator proses orgamsasi merumuskan ukuran kegiatan baik 

dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah 

tingkat efesiensi dalam ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Efesiensi berarti besamya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan 

jumlah input, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa 

suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar 

biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu. 

c. Kelompok keluaran (output) 

adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari 

suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Indikator-

indikator atau tolak ukuran keluaran tingkat digunakan untuk mengukur 

keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan membandingkan 

keluaran instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai deng rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai 

kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran 

kegiatan terdifinisi dengan baik dan terukur. 

d. Indikator hasil (outcomes) 

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. 

Pengukuran indikator hasil lebih utama dari sekedar output. Walaupun 

produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcomes 
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kegiatan tersebut telah dicapai. Outcomes menggambarkan tingkat 

pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup banyak pihak. 

Dengan indikator outcomes organisasi akan dapat mengetahui apakah 

hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat 

dipcrgunakan sebagaimana mestinya output dan memberikan kegunaan 

yang besar bagi masyarakat banyak. 

e. Indikator manfaat (Benefit) 

adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang 

telah diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah 

beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan 

jangka panjang. Indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan 

dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan 

waktu). 

f. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif. 

4. Siklus Pengukuran Kinerja 

Menurut Bastian (2006: 281), ada beberapa siklus pengukuran kinerja 

yaitu: 

a. Perencanaan Strategik 

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan 

strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas. 
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b. Penetapan Indikator Kerja 

Setelah perumusan strategik instansi atau perusahaan perlu menyusun 

dan menetapkan ukuran indikator kerja. 

c. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja 

Ada tiga kegiatan dalam kegiatan ini. Pertama, harus yakin bahwa 

mempunyai data yang diperlukan dan dilanjutkan sesuai siklus 

pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. 

Ketiga, menggunakan data pengukuran kinerja yang dihimpun dan hal ini 

harus dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti, 

d. Penyempumaan Ukuran 

Pada tahap ini pemikiran pada indikator hasil dan indikator dampak 

menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan 

dan keluaran. 

e. Pengintegrasian dengan proses manajemen 

Pada saat ukuran kerja tersedia tantangan selanjutnya adalah 

mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen. 
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Gambar I L l 

Siklus Pengukuran Kinerja 

Sumber: Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Bastian,2006:281) 

5. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2002: 122), tujuan sistem pengekuran kinerja 

yaitu: 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and 

hattom up). 

b. Untuk mengukur kinerja financial dan financial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 

c. Untuk mengakomudasi pemahaman kepentingan manajer level menengah 

serta untuk memotivasi agar tercapainya good congruence. 



15 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

6. Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2002: 122) menyatakan bahwa manfaat 

pengukuran kinerja adalah: 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang dilakukan untuk menilai 

kinerja. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melalui tindakan korektif 

untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara 

objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisas. 

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah dipenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

7. Prinsip- Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja 

Menurut Bastian (2001: 326), pemilihan ukuran kinerja untuk instansi 

dan perusahaan mempertimbangkan prinsip- prinsip sbb: 
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a. EvaluEisi lagi ukuran yang ada. Ukuran yang dievaluasi secara rutin, 

apabila sudah tidak berguna maka alasan terkait dengan kenyamanan 

manajemen perlu dikemukakan 

b. Mengukur kegiatan yang penting tidak hanya hasil secara keseluruhan. 

c. Mengukur hasil motivasi t im kerja untuk pencapaian tujuan. 

d. Proses pengukuran merupakan perangkat yang terintegrasi 

e. Fokus pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik. Ukuran internal 

yang umumnya digunakan adalah perbandingan kinerja dari tahun 

ketahun antar unit seperti visi, departemen, kelompok, dan individu. 

8. Metode 3 E (Value For Money) 

a. Konsep Umum 3 E 

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik 

organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit 

(sektor publik) adalah konsep 3E yang meliputi penelitian efisiensi 

efektivitas, ekonomis. Efisensi dan efektivitas anggaran belanja 

merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan anggaran 

belanja suatu organisasi sektor publik agar dapat memberikan pelayanan 

dan kesejahtraan yang maksimal. Indikator kinerja dalam suatu 

organisasi yang menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada 

biaya ekonomis yang terbaik (economical cost). Ini berarti unit biaya 

yang terendah tidak selalu menggambarkan value for money (3E) yang 

terbaik karena dengan biaya yang termurah tidak selalu merupakan yang 

terbaik. 
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Secara skematis, konsep 3E dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 11.2 

Konsep 3 E 

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2002: 5) 

1) Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan 

suatu kebijakan, program dan aktivitas. 

2) Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, 

program dan aktivitas. 

3) Sasaran antara {throughput^ analisis value for money (3E) 

memerlukan data input dan output yang memadai karena konsep 3E 

mempunyai kaitan era! dengan pengukuran output dan input. Sasaran 

antara dapat digunakan sebagai alat ukur j ika data output yang 

sesungguhnya tidak tersedia. 

4) Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas 

tertentu. Penetapan dan pengukuran terhadap outcome sering kali 

lebih sulit dibanding penetapan dan pengukuran terhadap input 

maupun output. 

Konsep 3E dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan 

biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam 
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rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep 3E diyakini 

dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja 

sektor publik. 

b. Manfaat Konsep 3 E 

Konsep 3E sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi 

pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan 

memberikan manfaat berupa (Halim dalam Mahsun, 2006: 186): 

1) Meningkatkan efektivitas pelayan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran. 

2) Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik. 

3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan terjadinya 

penghematan dalam penggunaan input. 

4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan 

akuntabilitas publik. 

9. Teknik Pengukuran Kinerja 

Menurut Mahsun (2006: 181), adapun metode yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan konsep 3E. 

a. Ekonomis 

Ekonomis ( hemat) sering disebut kehematan yang mencakup juga 

pengelolaan secara berhati- hati atau cermat iprudency) dan tidak ada 

pemborosan.suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat 
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menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Berikut formula 

imtuk mengukur tingkat ekonomi: 

Tingkat Ekonomi: 

Realisasi Pengeluaran ^-j^QQo/ 
Anggaran Pengeluaran 

Kriteria ekonomi adalah: 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti ekonomis 

berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti tidak ekonomis 

b. Efisiensi 

Efesiensi berhubungan erat dengan konsep produkti vitas. 

Pengukuran efesiensi ( berdaya guna) dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang 

digunakan {cash of output). Proses kegiatan operasional ini dapat 

dikatakan efesien apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu 

dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana serendah-

rendahnya {speding well). Berikut formula untuk mengukur tingkat 

efesiensi: 

Tingkat efesiensi: 

Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan 
T -—^— X 100% 
Anggaran Pendapatan 

Kriteria efisiensi adalah: 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efesien. 
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2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efesiensi 

berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti tidak efesien. 

c. Efektivitas 

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Berikut 

formula untuk mengukur tingkat efektivitas. 

Tingkat Efektivitas: 

Realisasi Pendapatan » , 
X 100% 

Anggaran Pendapatan 

Kriteria efektivitas adalah: 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif. 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efektivitas 

berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x> 100%) berarti efektif. 

10. Anggaran Sektor Publik 

Menurut Gade (2002: 41) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana 

operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk 

jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk 

membiayainya. 

Menurut Mardiasmo (2003: 62) menyatakan anggaran publik 

berisikan rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana 
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kegiatan, rencanaperolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter 

dan berisi estimasi mengenai apa yang hendak dicapai atau dilakukan dalam 

beberapa periode yang akan datang atau secara singkat dapat dinyatakan 

bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang 

menyatakan: 

a. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran atau pendapatan). 

b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai 

rencana tersebut. 

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa pada anggaran (pemerintah) 

didahulukan pengeluran baru mencari penerimaan, hal ini berbeda dengan 

anggaran pada perusahaan justru sebaliknya mendahulukan sumber- sumber 

pendapatan baru kemudian merencanakan pengeluaran. Perbedaan ini 

dikarenakan pada organisasi yang tidak mencari laba seperti pemerintah 

lebih mengutamakan pemakaian dana untuk kepentingan jalannya 

pemerintahan dan kesejahtraan masyarakat, walaupun segi efisiensi masih 

tetap diperhitungkan. Sedangkan bagi perusahaan tujuan utamanya adalah 

mencari laba maka pemakaian laba harus benar- benar diperhitungkan 

untung ruginya sehingga pendapatan diharapkan sebanyak- banyaknya dan 

pengeluaran seefisiensi mungkin dengan harapan akan mendatangkan 

keuntungan. 
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11. Belanja 

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua 

pengeluaran rutin dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran. 

12. Anggaran 

Menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB), 

anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayai dalam periode waktu tertentu. 



B A B I I I 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004: 11) jenis penelitian berdasarkan 

esksplanasinya antara lain: 

1. Penelitian Deskririptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya 

2. Penelitian Komparatif 

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya 

masih sama dengan penelitian variabel yang lebih dari satu atau dalam 

waktu yang berbeda. 

3. Penelitian Asoslatif 

Penelitian asoslatif adalah penelitian yang bertujan untuk mengetahui 

hubungan antar dua variabel atau lebih. 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat 

eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang 

sifatnya menjelaskan yaitu menjelaskan kinerja atas pelaksanaan anggaran 

belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah kantor 

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yang beralamat di jalan 

Jendral. A . Yani. No. 20 Muara Enim. 

C . Operasional Variabel 

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan 

tersebut. 
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Tabel I I I . l 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Defenisi Indikator 
Aggaran Belanja Dinas 
PU. Bina Marga 
Kabupaten Muara Enim 

Suatu rencana kerja 
yang dibuat dan 
digunakan oleh Dinas 
PU. Bina Marga 
Kabupaten Muara 
Enim yang memuat 
infoi iuasi mengenai 
pendapatan, dan 
belanja. 

- Anggaran belanja dan 
realisasi periode 
2010-2012 

Pengukuran kinerja 
dengan Value For 
Money 

Suatu proses penilaian 
yang dilakukan untuk 
menilai kemajuan 
pekerjaan terhadap 
tujuan dan sasaran 
yang telah ditentukan 
sebelumnya melalui 
alat ukur yang 
berdasarkan tingkat 
ekonomis, efisiensi, 
dan efektivitas. 

Konsep 3E: 
a. Ekonomis 

% perbandingan reali 
Sasi pengeluaran 
dengan anggaran 
pengeluaran <100% 

b. Efesiensi 
%perbandingan reali 
Sasi anggaran untuk 
memperoleh 
pendapatan dengan 
realisasi 
pendapatan <100% 

c. Efektivitas 
%perbandingan 
realisasi pendapatan 
dengan anggaran 
pendapatan > I 0 0 % 

Sumber: Penulis, 2014 
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D. Data yang diperlukan 

Menurut Umar (2005: 45) sumber data penelitian terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber penelitian diperoleh peneliti secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

2. Data Skunder 

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat 

pihak lain). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dan 

data primer. Data skunder yaitu berupa Data Anggaran dan Realisasi 

Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2012. 

Sedangkan data primer yaitu berupa penjelasan langsung dari kasubag 

keuangan tentang anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim. 

E . Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nanlin A l ih Bahasa W. Gulo (2002: 122- 124) menyatakan 

bahwa teknik pengumpulan data adalah: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pemgumpulan data yang diperoleh dari 

buku referensi- referensi 

3. Survei 

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang 

sampel. 

4. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 

dengan responden 

5. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah melalui media atau daftar pertanyaan yang 

dikir im secara langsung kepada responden 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan cara 

menfotocopy dokumen- dokumen anggaran belanja. Wawancara yaitu 

dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang berwenang. 

F . Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Menurut Hasan (2003: 32), Menyatan bahwa analisis data dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 
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a. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan 

dalam angka- angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu 

peristiwa yang sulit diukur 

b. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam 

angka- angka dan data dihitung dengan rumus statistik. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu yang digunakan untuk 

pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan 

menggunakan metode value for money pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim. 

2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan pengukuran kinerja atas 

pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode value for 

money pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. 



B A B I V 

H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

Pada gambaran umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

ini , terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur 

organisasi yang menguraikan tugas dan ftingsi bagian- bagian yang ada 

didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh 

tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan wewenang dan tanggungjawab Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara 

Enim yang beralamat di jalan Jendral. A . Yani. No. 20 Muara Enim. 

2. Visi dan Misi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

a. Visi 

" Mewujudkan sarana dan prasarana jalan yang handal, efektif dan 

efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ". 

b. Misi 

1. Mewujudkan pelayanan umum dibidang kebinamargaan yang 

berkualitas. 

2. Meningkatkan S D M di lingkungan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim yang berkualitas. 
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3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan, 

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

4. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan kebinamargaan. 

5. Meningkatkan mutu pengawasan pelaksanaan pekerjaan. 

3. Struktur Organisasi 

a. Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupeten 

Muara Enim Nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan 

tata kerja dinas daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka 

dipandang perlu menyusun tugas pokok dan fungsi dinas daerah 

kabupaten muara enim. 

Adapun susunan organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim terdiri dari: 

1) . Kepala Dinas 

2) Sekretaris, membawahi: 

a) Sub Bagian Perencanaan 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Umum 

3) Bidang Bina Pembangunan, membawahi: 

a) Seksi Pembangun Jalan 

b) Seksi Peningkatan Jalan 
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c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 

4) Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan, membawahi: 

a) Seksi Pemeliharaan Jalan 

b) Seksi Pemeliharaan Jembatan 

c) Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan, dan Utilitas 

5) Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis, membawahi: 

a) Seksi Perencanaan Teknis 

b) Seksi Survey dan Pendataan 

c) Seksi Pengawasan Teknis 

6) Bidang Pengairan, mebawahi: 

a) Seksi Pembangunan 

b) Seksi Pemeliharaan dan Operasional 

Susunan organisasi diatas tampak terlihat lebih jelas apabila 

diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan 

penjelasan yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun 

bagan susunan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim: 



KEPALA DINAS 

Ir. H. A. YANI HERIYANTO, MM 
NIP.196551006 199703 1 004 

K E L O M P O K 
J A B A T A N 
F U N G S I O N A L 

K A B I D BINA PERENCANAAN 
DAN PENGAWASAN T E K M S 

K A B I D BINA PEMBANGUNAN K A B I D BINA PERENCANAAN 
DAN PENGAWASAN T E K M S 

HERMAN EKO PURWANTO.ST 
NIP, 19731026 200501 I 004 

IDRIS, ST 
NIP. 19680206 198909 I 001 

HERMAN EKO PURWANTO.ST 
NIP, 19731026 200501 I 004 

K A S l PERENCANAAN 
T E K N I S 

A.ELFIN MZ MUCHTAR ,ST 
NIP. 19781009 200901 1 003 

K A S I S U R V E Y DAN 
PENDAPATAN 

YUSRIZAL.SST.M.Eeg 
NIP. 19780928 200501 I 006 

K A S l PENGAWASAN 
T E K N I S 

RIZQI RAMDHENI.ST 
NIP. 19810724 100903 1 001 

K A S l PEMBANGUNAN 
J A L A N 

ELVISON FIKRI, SST 
NIP. I96802I3 199003 I 006 

K A S I PENLNGKATAN J A L A N 

SYAIFUDIN ARDIAN.ST, M.Eng 
NIP. 19791127 200604 I 010 

K A S I PEMBANGUNAN DAN 
P E N I N G K A T A N J E M B A T A N 

BAMBANG HERMANTO 
NIP. 19650626 198701 1 OOt 

SEKRETARIS 

Ir. H. HERLY, M.Si 
NIP.19590831 198503 1 006 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

INDIANA, ST 
NIP.I975I010 200604 2 021 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

KAMALUDDIN 
NIP. 19581012 198103 1 010 

K A B I D BINA P E M E L I H A R A A N DAN 
PEMANFAAATAN 

I L l l A M VAHOLl , ST. M.Si 
NIP. 19640616 199003 I 007 

KASI PEMELIHARAAN JALAN 
SUGIONO 

NIP. I96009I0 198003 1 003 

KASl PEMELIHARAAN JABATAN 
ARIE JONATHAN M,ST 

NIP. 19760503 200701 1 004 

KASI BINA PEMANFAATAN JALAN 
JEMBATAN DAN UTILITAS 

ERWINSYAH 
NIP. I959I122 198503 1 004 

UPTD ALAT-ALAT B ERAT & PERBENGEKLAN 
JOS 

NIP. 19630 
H RIZAL 
613 198503 1 006 

SUB BAGIAN UMUM 

HY. SUKAYA 
NIP. 19600125 198502 1 002 

KABID PENGAIRAN 
SARJUNANTRI. ST 

NIP.19590731 198003 1 003 

KASI PEMBANGUNAN 
SUPRIADI 

NIP. 19580501 197912 I 001 

KASl OPERASIONAL DAN 
PEMELIHARAAN 

MILIAR 
NIP. 19641019 198603 I 006 

KASUBAG TATA USAHA 
SALMAN A RIVAI 

NIP. 19590703 198103 1 001 
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b. Tugas dan Fungsi 

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing- masing unit yang ada 

di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Tugas : 

Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum bina 

marga dan pengairan berdasarkan azaz otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum bina marga 

dan pengairan. 

b) penyelanggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang 

pekerjaan umum bina marga dan pengairan. 

c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pekerjaan 

umum bina marga dan pengairan. 

d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina 

marga dan pengairan. 

e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan 

keuangan. 

f) Pelaksanaan pengawasan, evaiuasi, pengendalian dan pelaporan di 

bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan. 



34 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2) Sekretariat 

Tugas : 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

perencanaan, evaiuasi, dan pelaporan program Dinas PU. Bina Marga 

dan Pengairan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi 

kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan 

perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan 

dinas. 

Fungsi: 

a) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan 

program kerja di lingkungan dinas. 

b) Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan. 

c) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 

d) Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah 

tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas. 

e) Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan 

inventaris kantor. 

f) Penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam bidang bina marga dan 

pengairan. 

g) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaiuasi pelaksanaan 

program 
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h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Bina 

Marga dan Pengairan. 

3. Sub Bagian Umum 

Tugas : 

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan 

dan pengelolaan tata ustiha umum dan tata usaha kepegawaian. 

Fungsi : 

a) Pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana 

kegiatan Sub Bagian Umum. 

b) Pengurusan tata naskah dinas , kearsipan, perjalanan dinas dan 

humas serta rumah tangga di lingkungan dinas. 

c) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, 

dan pemeliharaan barang inventaris kantor dilingkungan dinas. 

d) Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan 

pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas. 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

4. Sub Bagian Keuangan 

Tugas : 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan 

administrasi dan akuntansi keuangan. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolaan data dan penyusunan rencana 

kegiatan Sub Bagian Keuangan. 
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b) Pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah 

membayar. 

c) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. 

d) Pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan dinas. 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

5. Sub Bagian Perencanaan 

Tugas : 

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan penyusunan program bidang Bina Marga dan Pengairan serta 

melakukan evaiuasi dan pelaporan. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan , pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan Sub Bagian Perencanaan. 

b) Pengumpulan bahan koordinasi perencanaan di lingkungan dinas. 

c) Pengumpulan bahan pengendalian dan monitoring perencanaan di 

lingkungan dinas. 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan administrasi, evaiuasi, dan 

pelaporan program di lingkungan dinas 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

6. Bidang Bina Pembangunan 

Tugas: 

Bidang pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

kegiatan bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan dan jembatan. 
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Fungsi : 

a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang 

pembangunan jalan 

b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan 

jalan. 

c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, 

serta jembatan. 

d) Penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan pengembangan 

jaringan jalan kabupaten, desa dan kota. 

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan 

peningkatan status fungsi jalan dan jembatan. 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Dan Pengairan. 

7. Seksi Pembangunan Jalan 

Tugas : 

Seksi pembangunan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pembangunan jalan. 

Fungsi : 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi pembangunan jalan. 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang 

pembangunan jalan. 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan jalan 
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d) Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pembangunan jalan 

e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan , evaiuasi dan 

pelaporan di bidang pembangunan jalan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina 

pembangunan 

8. Seksi Peningkatan Jalan 

Tugas: 

Seksi peningkatan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang peningkatan jalan. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi peningkatan jalan 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang peningkatan 

jalan 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan peningkatan jalan 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang peningkatan jalan 

e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan dibidang peningkatan jalan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina 

pembangunan 
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9. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 

Tugas: 

Seksi pembangunan dan peningkatan jembatan mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang 

pembangunan dan peningkatan jembatan. 

Fungsi: 

a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang 

pembangunan dan peningkatan jembatan 

b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan 

dan peningkatan jembatan 

c) penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 

jembatan 

d) Penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan pengembangan 

jaringan jembatan kabupaten, desa dan kota 

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan 

peningkatan status fungsi jembatan. 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina 

pembangunan 

10. Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

Tugas: 

Bidang pemeliharaan dan pemanfaatan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pemeliharaan dan 

pemanfaatan jalan dan jembatan. 
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Fungsi : 

a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program keija bidang 

pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan 

b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang 

pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan 

c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan 

dan jembatan 

d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data pemeliharaan dan 

pemanfaatan jalan dan jembatan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pengairan 

11. Seksi Pemeliharaan Jalan 

Tugas : 

Seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan 

Fungsi : 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi pemeliharaan jalan 

b) pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan 

jalan 

c) pengumpulan bahan pelaksanaan identifikasi kondisi jalan 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan 



41 

e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi, dan 

pelaporan di bidang pemeliharaan jalan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

pemeliharaan dan pemanfaatan. 

12. Seksi Pemeliharaan Jembatan 

Tugas: 

Seksi pemeliharaan jembatan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan 

jembatan 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi pemeliharaan jembatan 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan 

jembatan 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan identifikasi kondisi jembatan 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pemeliharaan jembatan 

e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan di bidang pemeliharaan jembatan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

pemeliharaan dan pemanfaatan 
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13. Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan, dan Utilitas 

Tugas : 

Seksi bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utulitas mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang 

bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang bina 

pemanfaatan jalan, jembatan, utilitas 

c) Pengumpulan bahan pelaksantian identifikasi pemanfaatan jalan, 

jembatan,dan utilitas 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan bina pemanfaatan jalan, jembatan, 

dan utilitas 

e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi, dan 

pelaporan dibidang bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

pemeliharaan dan pemanfaatan 

14. Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis 

Tugas : 

Bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang bina perencanaan dan 

pengawasan teknis 



43 

Fungsi : 

a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang bina 

perencanaan dan pengawasan teknis 

b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan petunjuk teknis di bidang bina 

perencanaan dan pengawasan teknis 

c) Penyiapan bahan pengkajian pelaksanaan perencanaan dan 

pengawasan teknis 

d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan pelaporan 

di bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis 

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data di bidang bina 

perencanaan dan pengawasan teknis 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pengairan 

15. Seksi Perencanaan Teknis 

Tugas: 

Seksi perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan teknis 

Fungsi : 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi perencanaan teknis 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang perencanaan 

teknis 
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c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan 

teknis 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan di bidang perencanaan teknis 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 

Perencanaan dan Pengawasan Teknis 

16. Seksi Survey dan Pendataan 

Tugas: 

Seksi survey dan pendataan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang survey dan 

pendataan. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan seksi survey dan pendataan 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang survey dan 

pendataan 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang survey dan 

pendataan 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi, dan 

pelaporan di bidang survey dan pendataan 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 

Perencanaan dan Pengawasan Teknis 
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17. Seksi Pengawasan Teknis 

Tugas : 

Seksi pengawasan taknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pengawasan taknis. 

Fungsi ; 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

kegiatan pengawasan teknis 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pengawasan 

teknis 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pengawasan 

teknis 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan di bidang pengawasan teknis 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina 

perencanaan dan pengawasan teknis 

18. Bidang Pengairan 

Tugas: 

Bidang pengairan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

kegiatan bidang pengairan. 

Fungsi : 

a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang 

pengairan 

b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pengairan 
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e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang 

pengairan 

20. Seksi Pemeliharaan dan Operasional 

Tugas : 

Seksi pemeliharaan dan operasional mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang seksi 

pemeliharaan dan operasional. 

Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan recana 

kegiatan seksi pemelihtiraan dan operasional 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan 

dan operasional 

c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang 

pemeliharaan dan operasioanl 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan di bidang pemeliharaan dan operasional 

e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala bidang pengairan 

21 . Seksi Monitoring, Evaiuasi dan Pelaporan Barang Beredar 

Tugas : 

Seksi monitoring, evaiuasi dan pelaporan barang beredar mempunyai 

tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan 

monitoring, evaiuasi dan pelaporan barang beredar. 
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Fungsi: 

a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana 

seksi monitoring, evaiuasi dan pelaporan barang beredar 

b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan taknis di bidang monitoring, 

evaiuasi dan pelaporan barang beredar 

c) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama 

dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang monitoring, 

evaiuasi dan pelaporan barang beredar 

d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan 

pelaporan di bidang monitoring, evaiuasi dan pelaporan barang 

beredar 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

perlindungan konsumen 
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Data anggaran Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim tahun 

2010-2012. 

Tabel I V . 1 
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2010- 2012 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/ Kurang 
Tahun 2010 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

3.119.252.099 
2.362.464.980 

127.270.000.000 

3.288.928.693 
1.723.086.892 

122.289.945.158 

( 169.676.594) 
639.378.088 

4.980.054.842 
132.751.717.079 127.301.960.743 5.789.109.524 

Tahun 2011 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

3.329.301.973 
2.998.827.400 

144.356.097.999 

3.494.609.673 
2.517.417.988 

138.415.385.348 

(165.307.700) 
481.409.412 

5.940.712.651 

Total 150.684.227.372 144.424.413.009 6.584.429.763 
Tahun 2012 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan 
Jasa 
Belanja Modal 

4.013.648.122 
5.161.817.069 

245.639.624.975 

3.375.350.913 
4.500.014.140 

238.436.721.000 

638.297.209 
561.802.929 

7.202.903.975 
Total 254.815.090.166 246.312.086.053 8.403.004.113 

Sumber : Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014 

Tabel I V . 2 
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2010- 2012 

Tahun Anggaran Realisasi Lebih/ Kurang 
2010 48.707.109 101.484.780 52.777.671 
2011 50.162.060 82.709.480 32.547.420 
2012 64.940.870 64.855.560 85.310 
Total 163.810.039 249.049.820 85.410.401 

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014 
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Tabel I V . 3 
Rincian Realisasi Biaya Operasional pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2010- 2012 

Tahun Anggaran Realisasi Lebih/Kurang 
2010 186.775.980 95.898.230 90.877.750 
2011 197.830.300 121.475.800 76.354.500 
2012 465.740.300 461.040.300 4.700.000 
Total 580.346.580 678.414.330 171.932.250 

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 20 U 

B. Pembahasan 

Secara garis besar dibahas pada bab ini yaitu menganalisis kinerja 

pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

dengan menggunakan metode value for money. Ketiga pokok bahasan dalam 

value for money yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas sangat terkait satu 

dengan lainnya. Perhitungan ini disajikan sebagai berikut: 

1. Pengukuran Ekonomis 

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Untuk mengukur 

tingkat ekonomis dalam mengelolaan keuangan yaitu dengan melihat 

perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan 

persentase pencapaiannya. 

Indikator tingkat ekonomis adalah: 

a. Realisasi Pengeluaran 

Realisasi pengeluaran adalah suatu tingkat pencapaian yang 

dilakukan oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim berupa 

aktivitas- aktivitas pembelian barang atau jasa dan pembayarannya. 
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b. Anggaran Pengeluaran 

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Dinas PU. 

Bina Marga Kabupaten Muara Enim untuk mengalokasikan sumber daya 

yang dimilikinya kedalam kebutuhan- kebutuhan yang tidak terbatas. 

Anggaran pengeluaran merupakan seberapa besar penerimaan yang akan 

diterima terhadap pengeluaran atau biaya yang akan dikeluarkan untuk 

aktivitas organisasi terutama dalam belanja modal. 

Dalam pengukuran kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara 

Enim ini . Tolak ukur yang digunakan atau sesuai dengan indikator 

ekonomis in i adalah realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran 

dibagi lalu dikali seratus persen. 

Tingkat Ekonomis: 

Realisasi Pengeluaran 
— ^ - X 100 % 

Anggaran Pengeluaran 

Melalui formula diatas dapat dilakukan analisis tingkat ekonomi anggaran 

dan realisasi belanja Dinas PU. Bina Marga setiap tahunnya, sebagai 

berikut: 

a. Tahun 2010 

1) Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp. 3.119.252.099 

dan realisasinya sebesar Rp. 3.288.928.693, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 



52 

Rp 3.288.928.693 
Tingkat Ekonomi = x 100% 

Rp3.U9.252.099 

= 105,44% 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp 

2.362.464.980 dan realisasinya sebesar Rp 1.723.086.892, maka rasio 

tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Rp 1.723.086.892 
Tingkat Ekonomi = „ ^^^.^ —7:7: x 100% 

^ Rp 2.363.464.980 

- 7 2 , 9 1 % 

3) Belanja Modal 

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp 127.270.000.000 

dan realisasinya sebesar Rp 122.289.945.158, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Rp 122.289.945.158 
Tingkat Ekonomi = - — — — - — - — - — x 100% 

^ Rp 127.270.000.000 

- 96,08% 

Artinya pada tahun 2010 tingkat realisasi pengeluaran anggaran 

belanja pegawai adalah 105,44%, anggaran belanja barang dan jasa adalah 

72,91%, anggaran belanja modal adalah 96,08%. Berdasarkan kriteria diatas 

belanja pegawai melebihi dari yang dianggarkan, j ika diperoleh nilai lebih 

dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja pada tahun 2010 
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untuk belanja pegawai adalah tidak ekonomis, sedangkan untuk belanja 

barang dan jasa serta belanja modal ekonomis. 

b. Tahun 2011 

1) Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp 3.329.301.973 dan 

realisasinya sebesar Rp 3.494.609.673, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Rp 3.494.609.673 
Tingkat Ekonomi = 3 3 , , 301,9,3 x 100o/„ 

=104,96% 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Anggiiran belanja barang dan jasa pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 sebesar Rp 2.998.827.400 

dan realisasinya sebesar Rp 2.517.417.988, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Rp 2.517.417.988 
Tingkat Ekonomi = ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x 100% 

=83,95% 

3) Belanja Modal 

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2011 sebesar Rp 144.356.097.999 dan 

realisasinya sebesar Rp 138.415.385.348, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 
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Tingkat Ekonomi = 
Rp 138.415.385.348 

Rp 144.356.097.999 
X 100% 

-95,88% 

Artinya pada tahun 2011 tingkat realisasi pengeluaran anggaran 

belanja pegawai adalah 104,96%, anggaran belanja barang dan jasa adalah 

83,95%, anggaran belanja modal adalah 95,88%. Berdasarkan kriteria diatas 

belanja pegawai melebihi dari yang dianggarkan, j ika diperoleh nilai lebih 

dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja pada tahun 2011 

untuk belanja pegawai adalah tidak ekonomis, sedangkan untuk belanja 

barang dan jasa serta belanja modal ekonomis. 

c. Tahun 2012 

I ) Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 4.013.648.122 dan 

realisasinya sebesar Rp 3.375.350.913, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Anggaran belanja barang dan jasa Pada Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 5.161.817.069 

dan realisasinya sebesar Rp 3.375.350.913, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Tingkat Ekonomi = 
Rp 3.375.350.913 

Rp 4.013.648.122 
X 100% 

- 84,09% 
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Tingkat Ekonomi = 
Rp 3.375.350.913 

X 100% 
Rp 5.161.817.069 

- 65,39% 

3) Belanja Modal 

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 245.639.624.975 dan 

realisasinya sebesar Rp 238.436.721.000, maka rasio tingkat 

ekonomisnya adalah sebagai berikut: 

Artinya pada tahun 2012 tingkat realisasi pengeluaran anggaran 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dari target yang 

ditetapkan adalah 84,09%, 65,39%, 97,06%. Berdasarkan kriteria di atas 

j ika diperoleh nilai kurang 100% dari tingkat ekonomis berarti pengukuran 

kinerja tahun 2012 adalah ekonomis. 

Tingkat Ekonomi = 
Rp 238.436.721.000 

X 100% 
Rp 245.639.624.975 

= 97,06% 
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Tabel I V . 4 

Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis 

Uraian 
Hasil % 

Pencapaian Keterangan 
Standar 

Keterangan 
Tahun 2010 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

105,44% 
72,91% 
96,08% 

Tidak Ekonomis 
Ekonomis 
Ekonomis 

(x>100%) 
{x<100%) 
(x<100%) 

Tahun 2011 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

104,96% 
83,95% 
95,88% 

Tidak Ekonomis 
Ekonomis 
Ekonomis 

(x>100%) 
(x<100%) 
(x<100%) 

Tahun 2012 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

84,09% 
65,39% 
97,06% 

Ekonomis 
Ekonomis 
Ekonomis 

(x<100%) 
(x<100%) 
(x<100%) 

Sumber: Penulis, 2014 

Berdasarkan tingkat ekonomi realisasi pengeluaran tahun 2010 yaitu 

belanja pegawai 105,44%, berarti tidak ekonomis, belanja barang dan jasa 

sebesar 72,91% berarti ekonomis,begitu pula belanja modal yang tingkat 

pencapaiannya sebesar 96,08% sudah ekonomis. Pada tahun 2011 belanja 

pegawai sebesar 104,96% berarti tidak ekonomis, belanja barang dan jasa 

83,95% ekonomis, belanja modal sebesar 95,88% juga telah ekonomis, 

sedangkan pada tahun 2012 belanja pegawai sebesar 84,09%, belanja barang 

dan jasa sebesar 65,39%, dan belanja modal sebesar 97,06% telah bejalan 

ekonomis. Berarti Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam 

realisasi pengeluaran tahun 2010 dan 2011 untuk belanja pegawai tidak 

ekonomis karena realisasinya melebihi 100%, sedangkan tahun 2011 

ekonomis karena realisasinya kurang dari 100% dan belanja barang dan jasa 
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serta belanja modal dari tahun 2010- 2012 kinerjanya sangat ekonomis 

karena realisasinya kurang dari 100%. 

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat ekonomis khususnya 

pada anggaran belanja pegawai berdasarkan penjelasan dari bagian 

keuangan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim karena adanya 

penambahan pegawai pada saat tahun beijalan. 

2. Pengukuran Efisiensi 

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan pengukuran seberapa besar 

cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan 

dengan input yang digunakan [cost of output). Suatu kegiatan operasional 

dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah- rendahnya 

{spending well). 

Pengukuran kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

ini , tolak ukur yang digunakan atau sesuai dengan indikator efisiensi ini 

adalah membandingkan realisasi belanja operasional dengan realisasi 

pendapatan dikalikan 100%. 

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam hal ini untuk 

memperoleh pendapatan harus mengeluarkan biayayang digunakan untuk 

berbagai kegiatan dalam suatu periode tertentu. 

Tingkat Efisiensi: 

Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan 

A TT^ — ~ X 100% 
Anggaran Pendapatan 
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Melalui formula diatas dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi 

anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim adalah 

sebagai berikut; 

a. Tahun 2010 

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim pada tahu 2010 ditetapkan sebesar 

Rp 95.898.230 dan anggaran pendapatan Rp 48.707.109, maka rasio 

efisiensinya adalah sebabagi berikut: 

Rp 95.898.230 
Tingkat Efisiensi = r r r ^ r - r - — x 100% 

^ Rp 48.707.109 

- 196,89% 

Artinya pada tahun 2010 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan 

pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 196,89%, 

berdasarkan kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat 

efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2010 tidak efisien. 

b. Tahun 2011 

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim pada tahu 2011 ditetapkan sebesar 

Rp 121.475.800 dan anggaran pendapatan Rp50.162.060, maka rasio 

efisiensinya adalah sebabagi berikut: 

Rp 121.475.800 
Tingkat Efisiensi = ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ x 100% 

-242 ,17% 

http://Rp50.162.060
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Artinya pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan 

pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 242,17%, berdasrkan 

kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti 

pengukuran kinerja tahun 2011 tidak efisien. 

c. Tahun 2012 

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina 

Marga Kabupaten Muara Enim pada tahu 2012 ditetapkan sebesar 

Rp 461.040.300 dan anggaran pendapatan Rp 64.940.870, maka rasio 

efisiensinya adalah sebabagi berikut: 

Rp 461.040.300 
Tingkat Efisiensi = „ x 100% 

^ Rp 64.940.870 

- 709,94% 

Artinya pada tahun 2012 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan 

pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 796,01%, berdasrkan 

kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti 

pengukuran kinerja tahun 2012 tidak efisien. 

Tabel IV.5 

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi 

Tahun Hasil % Pencapaian Keterangan Standar 
Keterangan 

2010 196,89% Tidak Efisien (x> 100%) 

2011 242,17% Tidak Efisien (x>100%) 

2012 709,94% Tidak Efisien (x>100%) 

Besamya tingkat efisiensi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara 

Enim berdasarkan persentasenya pada tahun 2010 adalah sebesar 196,89%, 
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tahun 2011 adalah sebesar 242,17%, tahun 2012 adalah sebesar 709,94%. 

Jadi berdasarkan persentase diatas selama tiga tahun kinerja Dinas PU. Bina 

Marga tidak efisien karena realisasinya melebihi dari 100%. 

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efisiensi adalah 

terjadinya pemborosan penganggaran anggaran biaya operasional alat- alat 

berat untuk memperoleh pendapatan. 

3. Pengukuran Efektivitas 

Efektivitas (hasil guna) adalah unkuran keberhasilan suatu organisasi 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas 

merupakan perbandingan income dan output, untuk mengukur tingkat 

efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan 

anggaran pendapatan dengan realisasi dan persentase tingkat 

pencapaiannya. 

Formula Efektivitas: 

a. Tahun 2010 

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

pada tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 48.707.109, dan realisasinya 

sebesar Rp. 101.484.780, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai 

berikut: 

Tingkat Efektivitas = 
Realisasi Pendapatan 

X 100% 
Anggaran Pendapatan 

Tingkat Efektivitas = 
Rp 101.484.780 

X 100% 
Rp. 48.707.109 

= 208,36% 
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b. Tahun 2011 

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.162.060, dan realisasinya 

sebesar Rp. 82.709.480, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai 

berikut: 

Rp 82.709.480 
Tingkat Efektivitas = ^ ^ ^ ^ x 100% 

^ Rp. 50.162.060 

- 164,88% 

c. Tahun 2012 

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim 

pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 64.940.870, dan realisasinya 

sebesar Rp. 64.855.560, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai 

berikut: 

Rp 64.855.560 
Tingkat Efektivitas = 100% 

- 99,87% 

Tabel IV.6 

Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas 

Tahun Hasil % Pencapaian Keterangan Standar 
Keterangan 

2010 208,36% Efektif (x> 100%) 

2011 164,88% Efektif (x>100%) 

2012 99,87% Tidak Efektif (x<100%) 
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Berdasarkan kriteria efektivitas apabila pendapatan diatas 100% itu 

efektif sedangkan j ika tidak mencapai 100% tidak efektif. melihat 

persentase diatas tingkat pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim pada tahun 2010 - 2011 efektif karena persentasenya mencapai 

100% sedangkan pada tahun 2012 tingkat pendapatannya tidak efektif 

karena persentasenya di bawah 100%. 

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efektivitas adalah 

dikarenakan kondisi alat- alat berat yang ada kurang baik 



B A B V 

S I M P U L A N DAN S A R A N 

A. S I M P U L A N 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa kinerja 

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam hal anggaran belanja 

tahun 2010-2012 bila di ukur dengan metode 3E (value for money) belum 

maksimal atau kurang baik, hal in i dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja 

sebagai berikut: 

1. Ekonomis 

Berdasarkan tingkat ekonomis realisasi pengeluaran anggaran belanja 

pegawai tahun 2010 adalah sebesar 105,44%, belanja barang dan jasa 

sebesar 72,91% dan belanja modal sebesar 96,08%, pada tahun 2011 tingkat 

ekonomi realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah sebesar 

104,96%, belanja barang dan jasa sebesar 83,95%, dan belanja modal 

sebesar 95,88%, sedangkan tahun 2012 tingkat ekonomi realisasi 

pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah sebesar 84,09%, belanja 

barang dan jasa adalah sebesar 65,39% dan belanja modal adalah sebesar 

97,06%. Ini berarti menunjukkan bahwa Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim dalam melakukan pengeluaran belanja pegawai tahun 2010 dan 

2012 tidak ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat 

pencapaian lebih dari 100%, sementara pada tahun 2012 pengeluaran 
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belanja pegawai ekonomis karena realisasi pengeluaran dibawah 100% tidak 

melebihi anggaran yang ditentukan. 

Hal yang menyebabkan terjadinya ketidak ekonomisan dikarenakan 

adanya penambahan pegawai pada saat tahun berjalan 

2. Efisiensi 

Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan 

pada tahun 2010 sebesar 196,89%, pada tahun 2011 tingkat efisiensi 

realisasi pengeluaran dan pendapatan adalah 242,17%, sedangkan tahun 

2012 tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan adalah sebesar 

709,94%, berarti Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam 

melakukan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan pada tahun 2010-

2012 tidak efisien karena hasil yang dicapai lebih dari 100%. 

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efisiensi dikarenakan 

terjadinya pemborosan penganggaran biaya operasional alat- alat berat 

untuk memperoleh pendapatan. 

3. Efektivitas 

Berdasarkan dari hasil perhitungan tahun 2010 sebesar 208,36%, 

tahun 2011 adalah sebesar 164,88%, tahun 2012 sebesar 99,87%. Dilihat 

dari hasil tersebut pada tahun 2010 dan 2011 kinerja Dinas PU. Bina Marga 

Kabupaten Muara Enim efektif karena hasil yang dicapai lebih dari 100%, 

sedangkan pada tahun 2012 kinerjanya tidak efektif karena hasil yang 

dicapai kurang dari 100%. 



65 

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efektivitas 

dikarenakan kondisi alat- alat berat yang ada kurang baik. 

B. S A R A N 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang mungkin 

dapat digunakan pihak manajemen kantor Dinas PU. Bina Marga Kabupaten 

Muara Enim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan 

kebijakan instansi dalam jangka panjang yaitu: 

1. Dari Aspek Ekonomis 

Hendaknya Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dapat lebih 

mengoptimalkan pegawai yang sudah ada dan tidak perlu menambah 

pegawai sehingga pembebanan anggaran belanja pegawai akan lebih 

ekonomis 

2. Dari Aspek Efisiensi 

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim lebih selektif membuat 

perencanaan anggaran dan pendapatan belanja dengan cara menerapkan 

metode value for money 

3. Dari Aspek Efektivitas 

Hendaknya Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dapat mengganti 

dengan alat- alat berat yang baru sehingga tingkat efektivitas dapat tercapai. 
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